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BAB III
OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

3.1.1 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga “Burgerlijk Stand” atau disingkat “BS” yang artinya Catatan Kependudukan atau Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil, adalah “suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pen-daftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa “kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian”. (Lie Oen Hock, 1961 : 1). Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “ Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar atau catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : “kelahiran, kematian, perkawinan”. (1979 : 2). 
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 No.25). Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga tampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya. Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu : 1.Golongan Eropa 2.Golongan Timur Asing - Tionghoa - Bukan Tionghoa 3.Golongan Bumi Putera Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. 
Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut di atas adalah : 1. Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Eropa (Stbld. 1849-25); 2. Ordonansi catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stbld. 1904-279); 3. Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (Stbld. 1917-130 jo. Stbld. 1919-81); 4. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564); 5.Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1933-75 jo. Stbld. 1936-607). Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor : 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa : 1. Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil Adalah: a. Penyelenggarakan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak. b. Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil. c. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan. Kemudian Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa : “ Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta ”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan : a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian f. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan. Kemudian Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya menyebutkan : 1. Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah. 2. Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala. Dan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan : “ Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil”. Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ; b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ; c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian; d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak ; e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian; f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil,; g. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil ; h. Melakukan Urusan Tata Usaha ; Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabungan Kantor Catatan Sipil dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Namun secara operasionalisasinya baru dapat direalisasikan sejak tanggal 9 Agustus 2000 berdasarkan Berita Acara Nomor : 821.2/1564-Huk tentang Serah Terima Urusan dan Kewenangan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk berikut Personil, Pembiayaan dan Perlengkapan (3 P) dari Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung. Kemudian dengan dikeluarkannyanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur Dinas Pendaftaran Penduduk diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. 
3.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Dalam Penyelenggaraannya, Dinas mempunyai Visi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah “ Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015 “. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai berikut ;

 1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

4.  Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Kependudukan.  
Selain menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mempunyai fungsi, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kependudukan. 

2. Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Kependudukan yang meliputi Pencatatan, Mobilitas, Pengendalian dan Data Kependudukan. 

3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi, Administrasi Program, Kepegawaian, Umum dan Administrasi Keuangan Dinas. 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut memiliki kewenangan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang kewenangan daerah Kota Bandung adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk :

a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

b. Penerbitan Kartu NIK

c.  Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

e. Pengelolaan Administrasi perubahan nama

f. Pengelolaan administrasi perubahan status kependudukan

g. Pengelolaan administrasi perubahan kewarganegaraan

h. Penerbitan keterangan kependudukan lainnya

2. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta-akta pencatatan sipil

a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran

b. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan

c. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian

d. Pencatatan dan penerbitan akta kematian

e. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak

3. Penyelenggaraan Statistik

a. Pengelolaan administrasi data dan statistik kependudukan

b. Pelaporan dan informasi data kependudukan 

c. Pembangunan data base (data dasar) kependudukan 

4. Pengendalian migrasi dan urbanisasi :

a. Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS)

b. Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS)

c. Penerbitan Surat Ijin Menetap Sementara (SIM)

d. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK)

e. Penerbitan Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)

f. Penerbitan Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan 

5. Pengendalian Kewarganegaraan

a. Pendataan penduduk warga negara asing

b. Pengawasan orang asing
3.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung sebagai berikut :
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Berikut ini beberapa tugas pokok pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung :
1. Kepala Dinas memiliki tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mengelola surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta penyiapan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas dan Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta administrasi kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, Pembukuan, perhitungan anggaran dan mengurus perbendaharaan keuangan.

3. Bidang Mobilitas Penduduk, membawahkan :

1. Seksi Mutasi Penduduk

2. Seksi Pengendalian Penanganan Urbanisasi

4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :

1. Seksi Pencatatan Kelahiran Dan Kematian

Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian.
2. Seksi Pencatatan Perceraian, Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan

operasional kegiatan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan.

5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :

1. Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pengolahan data.

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan dan Penyimpanan Data

Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan penyimpanan dan laporan.

6. Bidang Pengendalian, membawahkan :

1. Seksi Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan

Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional kegiatan pengembangan sistem informasi dan penyuluhan.

2. Seksi Pengawasan dan Yustisi

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional
3.1.5 Tata Kerja

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksankan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi, dan juga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. Mengiuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. Setiap laopran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakkan lebih lanjut.

Dalam hal mewakili jika kepala dinas berhalangan, maka kepala dinas dapat menunjuk sekretaris dinas, dan jika sekretaris berhalangan maka kepala dinas dapat menunjuk kepala bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.  

3.2 Gambaran Umum Proses Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas   Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

3.2.1 Aspek Pembuatan Akta Kelahiran 

Pembuatan Akte Kelahiran (birth certificate) secara Catatan Sipil di kota Bandung dibuat berdasarkan laporan kelahiran (yang berupa kumpulan dari data-data copy dan Asli (hanya jika diminta Surat Pengantar dari Kelurahan saja, sesuai dengan aturan Kota masing-masing)) dari syarat-syarat diatas disebut sebagai Data Akte Lahir, data akte lahir adalah kumpulan fotocopy dari berkas-berkas yang diminta untuk pembuatan Akta Kelahiran (birth certificate) secara Catatan Sipil, kecuali Surat Pengantar saja yang Asli. yang disampaikan atau dimasukkan ke dalam Catatan Sipil dalam batas waktu selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran si Kecil. Hari kelahiran dimana si Kecil dilahirkan adalah hari yang pertama. Dan untuk WNI Asing serta WNA waktu yang disediakan adalah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran si Kecil. Dan hari kelahiran dimana si Kecil dilahirkan merupakan hari yang pertama. 

Setelah laporan kelahiran atau Data Akte Lahir disampaikan atau dimasukkan ke dalam Catatan Sipil kota Bandung, maka proses pengerjaan dari Data Akte Lahir tersebut sampai menjadi sebuah dokumen negara yang disebut Akta Kelahiran secara Catatan Sipil adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari lamanya.

Apabila mengalami kondisi pembuatan Akta Kelahiran yang terlambat maka proses pembuatan Akta Kelahiran akan menjadi semakin rumit, karena harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Baru setelah mendapat izin tertulis atau Penetapan Pengadilan Negeri dari pengadilan negeri terkait lewat beberapa kali persidangan maka pihak Catatan Sipil baru berwenang untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut.
Dalam proses pembuatan akta kelahiran dibedakan menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Pembuatan Akta Kelahiran Dispensasi

Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir sebelum 1986, bagi orang pribumi asli.
2. Pembuatan Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 60 (enam puluh hari) sejak peristiwa  kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selam 10 hari kerja. Inti dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja.
3. Pembuatan Akta Kelahiran Istimewa
Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (melampaui 60 hari kerja bagi WNA/WNI keturunan) dan 10 hari kerja bagi golongan Eropa, dengan penetapan dari Pengadilan Negeri bagi anak yang dilahirkan di Kota Bandung

4. Pembuatan akta kelahiran Terlambat

Akta kelahiran terlambat adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir sejak 1-1-1986 sampai 60 hari kerja sejak dilahirkannya,
3.2.2 Proses Pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bandung
Proses  pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada dasarnya tidak mempersulit dalam proses pembuatan akta kelahiran, kecuali semua syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Pemohon atau orang yang berkepentingan yang ingin melakukan pembuatan akta kelahiran diharakan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan seperti :

1. Surat keterangan asli dari rumah sakit bersalin atau dokter atau bidan atau dukun beranak

2. Akta nikah dari KUA atau akta perkawinan dari kantor catatan sipil (asli dan fotocopy)

3. Kartu Tanda Penduduk orang tua (asli dan fotocopy)

4. Kartu Keluarga (asli dan fotocopy)

5. Surat Kelahiran Dari Kelurahan (asli dan fotocopy)

6. Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan) dan fotocopy kartu tanda penduduk

7. Akta Kelahiran ibunya bagi yang tidak kawin sah (asli dan fotocopy)

8. Surat Bukti Kewarganegaraan (asli dan fotocopy)

9. Surat Ganti Nama (asli dan fotocopy)

10. Pasport, SKLD, KITAS, KITAP (asli dan fotocopy)

11. 2 orang saksi dengan membawa fotocopy kartu tanda penduduk

12. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya

13. Putusan pengadilan negeri apabila melebihi jangka waktu 1 tahun dari tanggal kelahiran anak 

14. Akta lahir anak bagi yang lahir di luar NKRI.
Prosedur Pendaftaran Pembuatan Akta Kelahiran :
1. Pemohon dengan persyaratan lengkap dengan mengisi formulir yang telah disediakan 

2.  Diserahkan kepada petugas loket yang telah ditentukan.

3.  Setelah diteliti oleh petugas dan lengkap maka pemohon membayar biaya dikasir. 

4.  Pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran beserta 2 Orang saksi.

5.   Kutipan Akta Kelahiran kemudian diketik dan Akta kelahiran ditulis.

6. Berkas diteliti oleh Kasie Kelahiran dan Kematian dan Kasubdin Pencatatan sipil dan masing masing memberi paraf.

7. Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

8.   Kutipan Akta Kelahiran diagenda oleh petugas.

9.   Kutipan Diserahkan kepada Pemohon. 

Berikut ini adalah Mekanisme dan Proses Pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Mekanisme Pengurusan Akta Kelahiran
PROSES PELAYANAN DAN PENERBITAN AKTA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA BANDUNG

[image: image2]
Pemohon mendaftar pada petugas dibagian informasi, pemohon akan diberikan formulir pelaporan kelahiran yang harus diisi data yang bersangkutan. Pemohon diwajibkan melengkapi berkas permohonan akta kelahiran agar segera diproses. Jika keseluruhan dokumen sudah lengkap, pemohon dapat melakukan pembayaran retribusi. Pemeriksaan konsep dilakukan oleh petugas yang bersangkutan, setelah selesai diperiksa dan dilakukan pemarapan oleh kepala seksi dan pemeriksaan oleh sekretaris yang bersangkutan akta tersebut dapat dicetak namun masih ada tahapan lainnya yaitu penandatanganan akta oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bandung, dan proses akhir adalah penyerahan produk yaitu penyerahan akta kelahiran.
3.2.3 Biaya Retribusi Pembuatan Akta Kelahiran

Biaya Pembuatan Akta Kelahiran menurut Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2001 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk sebagai Berikut :  

1. Akta Kelahiran Umum WNI
a. Kelahiran umum anak ke I dan II : Rp. 24.000.-

b. Kelahiran umum anak ke III
    : Rp. 28.000.-

 Akta Kelahiran Umum WNA 

a. Kelahiran Umum WNA anak ke I dan II
: Rp. 35.000.-
  

b. Kelahiran Umum WNA anak ke III dan dst
: Rp. 50.000.-
2. Akta Kelahiran Istimewa Yang Terlambat Pelaporannya 
a. Kelahiran Istimewa Yang Terlambat Pelaporannya anak ke I dan II : Rp. 28.500.-

b. Kelahiran Istimewa Yang Terlambat Pelaporannya anak ke III dan dst : Rp. 30.500.-

3. Akta Kelahiran Masal 

a. Kelahiran Masal anak ke I dan II
: Rp. 24.000.-

b. Kelahiran Masal anak ke III dan dst
: Rp. 28.000.-

4. Kutipan akta kedua kali dan seterusnya untuk WNI : Rp. 30.000.-
Untuk Pembuatan salinan akta-akta catatan sipil dikenakan biaya retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 25 tahun 2001 sebagai berikut:
Pembuatan Akta kelahiran WNI : Rp. 25.000.-
Pembuatan Akta kelahiran WNA : Rp. 50.000.-
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